
 

 

 
 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun       

Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah  

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965     

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang      

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan           

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6177); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12           

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan             

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87          

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan           

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 450); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020         

Nomor 1781); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006    

Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2010 Nomor 4/A); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016    

Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2020 Nomor 3 Seri A); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 4 Seri A); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG 

dan 

BUPATI MALANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan 

Keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 
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e. Laporan Arus Kas;  

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah. 

 

Pasal 2 

 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut: 

a. Pendapatan  Rp 4.089.399.566.627,50 

b. Belanja  Rp 3.873.441.016.561,90 

Surplus   Rp    215.958.550.065,60 

c. Pembiayaan   

- Penerimaan  Rp    356.019.991.987,70 

- Pengeluaran  Rp      30.057.239.519,00 

Pembiayaan Neto  Rp    325.962.752.468,70 

 

Pasal 3 

 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 sebagai berikut: 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah 

sejumlah Rp121.301.883.799,50 dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Anggaran Pendapatan Daerah 

setelah Perubahan 

b. Realisasi Pendapatan Daerah 

Selisih Lebih 

Rp 3.968.097.682.828,00 

 

Rp 4.089.399.566.627,50 

Rp    121.301.883.799,50 

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah 

(Rp420.619.418.735,10) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Belanja Daerah 

setelah Perubahan 

b. Realisasi Belanja Daerah 

Selisih (Kurang) 

Rp 4.294.060.435.297,00 

 

Rp 3.873.441.016.561,90 

Rp   (420.619.418.735,10) 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah 

Rp541.921.302.534,60 dengan rincian sebagai berikut: 

a. (Defisit) setelah Perubahan 

b. Realisasi 

Selisih Lebih 

Rp   (325.962.752.469,00) 

Rp    215.958.550.065,60 

Rp    541.921.302.534,60 
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4.  Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp0,30 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan 

setelah Perubahan 

b. Realisasi   

Selisih (Kurang) 

Rp    356.019.991.988,00 

 

Rp    356.019.991.987,70 

Rp                           (0,30) 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 

setelah Perubahan 

b. Realisasi 

Selisih Lebih 

Rp      30.057.239.519,00 

 

Rp      30.057.239.519,00 

Rp                            0,00 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah                      

Rp0,30 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pembiayaan Neto 

setelah Perubahan 

b. Realisasi 

Selisih (Kurang) 

Rp    325.962.752.469,00 

  

Rp    325.962.752.468,70 

Rp                           (0,30) 

 

Pasal 4 

 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Rp    541.921.302.534,30 

 

Pasal 5 

 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 

sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset 

b. Jumlah Kewajiban 

c. Jumlah Ekuitas  

Rp 6.193.666.905.313,11 

Rp      63.848.864.790,97 

Rp 6.129.818.040.522,14 

 

Pasal 6 

 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf d sebagai berikut: 

a. Pendapatan - Laporan Operasional 

b. Beban 

c. Surplus/Defisit - Laporan Operasional 

Rp 3.967.536.513.464,93 

Rp 3.625.153.657.106,14 

Rp    342.382.856.358,79 
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Pasal 7   

 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1      

ayat (1) huruf e sebagai berikut: 

a. Saldo Awal Kas di Bendahara 

Umum Daerah  

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 

Penurunan Kas selama Periode 

f. Saldo Akhir Kas di Bendahara 

Umum Daerah 

g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 

h. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 

i. Saldo Kas Lainnya 

j. Saldo Akhir Kas 

Rp    354.385.729.487,11 

 

Rp    654.535.443.206,10 

Rp   (467.634.132.659,50) 

Rp       (1.000.000.000,00) 

Rp        1.351.780.231.59 

Rp    187.253.090.778,19 

Rp    541.638.820.265,30 

 

Rp           149.268.357,00 

Rp           133.213.912,00 

Rp           105.893.065,00 

Rp    542.027.195.599,30 

 

Pasal 8 

 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal 

b. Surplus/(defisit) LO 

c. Dampak  Kumulatif  Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

d. Koreksi Kesalahan Mendasar 

e. Jumlah Ekuitas Akhir 

Rp 6.919.855.595.544,84 

Rp    342.382.856.358,79 

Rp(1.132.420.411.381,49) 

 

Rp                                 -                                                                  

Rp 6.129.818.040.522,14 

 

Pasal 9 

 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat 

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas       

pos-pos laporan keuangan. 
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Pasal 10 

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi 

Anggaran Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

 Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah yang 

diklasifikasikan Menurut Kelompok 

dan Jenis Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, dan Jenis Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja 

Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan; 

 Lampiran I.5 : Rekapitulasi Realisasi Belanja 

Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara;  

 Lampiran I.6 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk 

Pemenuhan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM); 

 Lampiran I.7 : Rekapitulasi Realisasi Penjabaran 

APBD yang Diklasifikasikan menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek, Sub Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan. 
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b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; 

h Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir 

dan Penyisihan Dana Bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi 

Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi 

dalam Pekerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum 

diselesaikan Sampai Akhir Tahun 

Anggaran 2021 dan dianggarkan 

Kembali dalam Tahun Anggaran 

Berikutnya; 

t. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran XX 

 

 

Lampiran XX.1 

 

Lampiran XX.2 

 

: 

 

 

: 

 

: 

 

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah; 

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) 

Badan Usaha Milik Daerah; 

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan 

Laba/Rugi) Badan Usaha Milik 

Daerah. 
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Pasal 11 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan 

Bupati. 

 

Pasal 12 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.  

 
 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 12 Agustus 2022 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 
 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 12 Agustus 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

WAHYU HIDAYAT 

 

Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2022 Nomor 4 Seri A 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 73-4/2022. 


